
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikarian (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5073); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi 
Izin Usaha Perikanan (Lernbaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2014 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Medan Nomor 1) perlu membentuk Peraturan 
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nornor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi lzin 
Usaha Perikanan; 

WALJKOTA MEDAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA MEDAN 
NO MOR 1 TAHUN 2014 

TENTANO 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG RETRIBUSl IZJN USAHA PERIKANAN 

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 

E-mail: sekretariat@pemkomedan.go.id, Website: www.pemkomedan.go.id 

PEMERINTAH KOTA MEDAN 
SEKRETARIAT DAERAH 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Penge1olaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438}; 

S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4858); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4230); 

14. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 35 Tahun 1992 
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) 
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, 
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotarnadya Daerah 
Tingkat H Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan 
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, 
Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat [l Simalungun, 
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan 
Petisah, Medan Ternbung, Medan Helvetia, Medan 
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Surnatera Utara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 
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Menetapkan : PERATURAN W ALlKOTA TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA 
PERTKANAN. 

MEMUTUSKAN: 

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota 
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 
Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011- 
2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 
Nomor 13, Tambahan Lernbaran Daerah Kota 
Medan Nomor 12); 

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor l 
Tahun 2014 ten tang Retribusi Izin Usaha 
Perikanan (Lem baran Daerah Kota Medan 
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Dae rah Kota Medan Nomor 1); f 
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24. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha 
Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 694); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Kelau tan Dan Perikanan 
Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur 
Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat 
Penangkapan lkan Dan Alat Bantu Penangkapan 
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 5103}; 

20. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan 
Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha 
Perikanan; 
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BERlTA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 201:4 NOMOR 1 

SYAI~HRI 
• I 
! 

SEKRETAR18 AERAH KOTA MEDAN, 

Diuridangkan di Medan 
pada tanggal 2 Januari 2014 

DZULMI ELDIN S 

ttd 

Plt. WALIKOTA MEDAN 
WAKIL WALIKOTA, 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 2 Januari 2014 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kota Medan. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 

Hal-hal yang: menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal2 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas 
Pertanian dan Kelautan Kota Medan. 

Pasal 1 
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